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PUTUSAN
Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Pal

S\ bre Y 2
e Y
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

a Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

Pquadila WAGAY
T
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

td
ur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXxx
XXXX XX XXX X XXXXXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,
sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyadi,
SH, dan Dedy Bronson Hutabarat, SH., keduanya
Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa yang
terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama denga Nomor register
63/C-111/2021/PA Pal tanggal 15 Maret 2021;
melawan
TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1. B
ahwa pada tanggal 17 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan

pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx xxx
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXX |
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B

fng terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain.

b. Tergugat tidak memberikan nafkah batin terhadap Penggugat.

C. Tergugat sering berkata kasar (mengatakan pelacur/lonte terhadap

Penggugat).

d. Tergugat bersikap kaku dan tidak romantis terhadap Penggugat.

e. Penggugat merasa hanya dijadikan sebagai teman bisnis ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat
memutuskan untuk pisah ranjang pada pertengahan tahun 2015. Sejak itu
sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain  shugra Tergugat
(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Palu ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



 Mahkamah Agung Republik Indonesia
.go.id

biaya perkara menurut hukum ;

-.EaT gidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap
1 ]
esEi

‘T{ww {Panggil secara resmi dan patut;
* Bahwe-R

puh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Narniati, SH.,

MH) tanggal 24 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajkan
jawaban maupun sanggahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/1/2011 tanggal 12 Januari 2001

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

XXXXXXXXX  XXXX  XXXXX, XXXX XXxX, dicocokkan aslinya dan sesuai

bermeterai cukuop dana dinazegelen, diberi kode P

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah sepupu
Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri;
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wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
Jrang tua Penggugat;
a Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
fmempunyai anak bawaan;
a kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
aran yang terus menerus;
Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
erjadi sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita
lain dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang
peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2015 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5
tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;
- - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpiisah tempat tinggal sudah pernah
diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi;
Saksi 2 SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah
tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut :
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wa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dan telah menikah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sejak tahun 2015 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama

5 tahun lamanya,;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa selama ini pernah diusahakan rukun, namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5
(lima) tahun disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan
Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat bersikap kaku
terhadap Penggugat dan mengganggap Penggugat sebagai teman bisnis, dan

Penggugat tidak menerima nafkah lahir dan batin;
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Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2000, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 1
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para
saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama
lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum
dikaruniai anak;

- Bahwaa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan
Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi

tanpa sepengetahuan Penggugat;
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%1}5{?&%@{1 tI dfrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami

R~ - ﬁ -

‘T{MWF; ibg rselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
bérfangsung#stkitar 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun

e eduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah
tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta sakinah
mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih masalahat solusi yang
tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya
kemudaratan yang lebih besar sejalan dengan kaedah Usuliyah:

tlloall —cdxle aria —saulaalls )2
Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan
dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar’'i sebagai
berikut:

aall (uolall ade §lb Lgzg i) auzg il aus; poac aiwl blg
Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.
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Pato-adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Palu pada hari Rabu tanggal .14 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal
2 Ramadan 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin,
S.H. dan Hj. Muwafigoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
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ai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di

Hakim Angdqta Ketua Majelis,

din, S.H. Dra. Tumisah

J. Muwafigoh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 60.000,00
Panggilan :Rp  480.000,00
PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai -Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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